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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan
berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2022 Dinas Kependuduan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana  Strategis
(RENSTRA) Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman
pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2022 disusun sebagai pedoman
operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu tahun 2022, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka
perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan
biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif,

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2022, kinerja Dinas
Kependuduan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan
amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini belumlah sempumna.
Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung,  Oktober 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a
°AEW§vinsi Jawa Barat
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan
pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan
perencanaan pembangunan nasional. Undang — Undang ini selanjutnya dijabarkan secara
teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan
daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut
dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh
Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan
sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD.
Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan
secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta
tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan



1.2.

1.3.

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka
disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan
Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat
tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2022 bagi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD

dan mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil tahun 2022, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta
Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat;

2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan
Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;

3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran.

Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);



Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

2.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;



1.4.
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21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
PENDAHULUAN

BAB 1

BAB II

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan
Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam
menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022.

Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan

program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi



BAB III

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Jawa Barat Tahun 2020 yang dilengkapi dengan
uraian permasalahan dan rekomendasi.

Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2022 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022.

Penelaahan  Usulan Program dan  Kegiatan
Masyarakat Tahun 2022.

Menjelaskan hasil penelahaan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 ke dalam Renja
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1.

3.2.

3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke
dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun
2022.

Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022.

Program dan kegiatan.
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BAB IV

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2022

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan
dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Tahun
2022.

PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam

keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa

Barat Tahun 2022.



BAB |1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan
evaluasi dapat diketahui :

1.  Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak
terpenuhi/melebihi;

2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menilai
pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2020 yang dibandingkan dengan Renstra
Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan
Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah dilakukan
secara efektif dan efesien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah
ditetapkan. Renja Disdukcapil Tahun 2020 merencanakan 6 program dan 21 kegiatan,
selanjutnya dalam APBD Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 21 kegiatan.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2020 dan
pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2020, disajikan dalam tabel di

bawah ini.
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Tabel T-11.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2020

Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan PR
Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja Renstra| Target kinerja dan — X Ting?mt g Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Capaian Renstra Perangkat
Target Renstra P 5 Perangkat anggaran Kineria dan Kinesia d Daereh Provimsi Kinerja dan Realisasi Unit
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja L e Daerah Renja Perangkat nerja ., mer].a an ae rovins Anggaran Renstra
R Fon Daerah pada tahun 2023 Provinsi Daerah Provinsi Anggaran Renja Realisasi s/d Tahun 2021 Perangkat Daerah Perangkat
No Kode i i i Daerah | Keteran
Program/Kegiatan/Sub (Outcome)/Kegiatan | (2khirperiodeRenstraPD | . o yoroan | Tahun Berjalan i m i I S e Anggaran LRI || o ] e £an
q Provinsi) . Provinsi yang Renja Pelaksanaan Renja Penanggu
Kegiatan (Output) Renja Tahun 2021 yang ) . 2021
q q dievaluasi PD Tahun Perangkat Daerah ng Jaw ab
Perangkat dievaluasi o, (%)
Daerah Tahun 2021 (%) Provinsi Tahun
Lalu 2020 2025
K [ Rp.(000) | K Rp.(000] K [ Rp.(000) [ K [Rp.(000)] K [Rp.(000) [ K [Rp.(000)] K [Rp.(000)] K TRp.(000) K [ Rp. K [Rp.(000)] XK [ Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12=8:9+0+11 B=2/7100 1¥=6+D 15 = /500 3 7
2 Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Tidak Berkaitan Dengan
2|2 Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
2 (12 fb1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Nilai SAKIP Perangkat A
Daerah
Persentase Unit Kerja 100 fPersen
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Persentase ASN Yang 100 fPersen
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
2 [z [or [ro1 Perencanaan, Penganggaran dan Konsistensi perencanaan 50 [Dokumen 2.253.750 20 10 484.199 1 7.179 3 147693 1 3.980 5 278.491 10 431.343 100 90,32 30 | 437.343 60,00 19,41 [Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat program dan kegiatan
2 |2 [or [ Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 35 [Dokumen 650.000 1 7 65696 6.772 7 58.423 7 65.194 00 99,24 21 65.194 §0,00 Sekretariat
Perencanaan Perangkat Daerah |perencanaan perangkat
2 [2 [or [ot Koordinasi dan Penyusunan Jumlah peserta Forum 768 |Orang 776.000 256 223113 64 87530 3.980 192 14.285 256 195796 00 87,76 256 195796 3333 Sekretariat | DAKNon Fisik
DPA-SKPD pembahasan DAK non
fisik
2 [2 [or [io1 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi 5 [Dok 635000 6 3 2640 1 407 2 1740 3 2.47 00 8134 9 2.47 60,00 Sekretariat
Daerah kinerja perangkat daerah
2 2 [or [ Koordinasi dan Penyusunan Jumlah peserta forum 256 [Orang 192.750 256 192.750 256 174.206 256 174.206 00 90,38 256 174.206 100,00 Sekretariat | DAKNon Fisik
RKA-SKPD pembahasan DAK Non




Realisasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Terpenuhinya gaji dan

51553.000

u 8.591902

3 1240848

3 2.436.879

2.909.207

3 1991347

u 8.578.280

100 99,84

42 8.578.280

60,00

Capaian
. . . Tingkat dan Anggaran . .
K";::"a le :tn Targe:nlnneﬁa ¢ Realisasi Capaian Capaian Renstra Perangkat Kl:el:j‘fk::ncl:pul :: asi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja LT e i LA el Daerah Renja Perangkat e s DeerablEroying] Anggaran Renstra Tl
Pemerintahan Daerah dan Program et et (e 0P Provinsi Daerah Provinsi Anggaran Renja Realisasi s/d Tahun 2021 Perangkat Daerah Perangkat
No Kode q 5 q (akhir periode Renstra PD Perangkat Daerah Anggaran (Akhir Tahun Daerah | Keterangan
P, i /Sub (O i sampai dengan Tahun Berjalan 1 o m w Provinsi s/d tahun
Provinsi) Provinsi yang Renja Pelaksanaan Renja Penanggu
Kegiatan (Output) Renja Tahun 2021 yang . 2021
dievaluasi PD Tahun Perangkat Daerah ng Jaw ab
Perangkat dievaluasi (%)
2021 (%) Provinsi Tahun
Daerah Tahun 2021
Lalu 2020
K [ Rp. (000) K . (000 K | Rp.(000) K _[Rp. (000) K | Rp. (000) [Rp. (000)| K [Rp.(000) K [ Rp. (000) K | Rp. K [Rp. (000) K [ _Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12 = 8+9+10+11 13 = 2/7*00 U=6+12 15 = 14/5*100 16 7

Sekretariat

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Jumlah Laporan
Akuntansi dan Keuangan

635000

3 3.074

3 3.058

3 3.058

100 99.49

9 3.058

60,00

Sekretariat

2 b1 [105 185 [Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah monitoring 27 |Kab/Kota - - Kegiatan |Sekretariat
9 , s DAK dihapus
Penilaian Kinerja Pegawai evaluasi penilai kinerja dipindahkan
ke Sub
Kegiatan lain
2 o1 fi08 9 |Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta 220 |Orang 404.000 40 45 40 8,8
X T Anggaran
Pegawai Berdasarkan Tugas dan |Pendidikan dan
2 [B1 [105 |0 |Sosialisasi Peraturan Perundang |Jumlah sosialisasi 9 [Kali 1476.000 3 519 515 T 23839 89811 T 356.144 3 469.794 00 90,43 3 469.794 3333 Sekretariat DAKNon Fisik
Undangan tentang peraturan
o1 |05 |1 2 [Kali 335000 7 89.285 4 88.190 1 88.190 100 98,77 4 88.190 3333 Sekretariat DAK Non Fisik

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bimtek kepada
Kab/ Kota

2 01 [105 182 |penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 60 [Bulan 2.657.000 24 2 264587 3 150,208 95875 3 10.000 2 256.083 100 96,79 36 256.083 60,00 Sekretariat
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

2 o1 |06 54 [penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan 60 [Jenis 305000 2 2 85000 84887 2 84887 00 99.87 36 84887 60,00 Sekretariat DAKNon Fisik
Kantor logistik penanganan

2 [B1 [106 [89 [Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan rapat- 60 [Bulan 5416.000 ] 2 T2m177 3 276.253 3 312588 173.462 3 450,537 2 1212840 100 99,64 24 1212 840 40,00 Sekretariat /F\i:;D+DAKNon

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar

Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya

1475000

217.264

217.093

Sekretariat

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas

Jumlah Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak

60 |Bulan 6.025.000

2 1108.829

204.305

3 175698

3 333.922

236.964

3 351567

2 1098.151

203.651

100 99,04

36 1098.151

203.651

60,00

Sekretariat

Sekretariat

2 o1 [ws [0 [pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 60 |Bulan 1170.000 24 © 188.700 3 3 138.716 9.054 3 40876 © 188.646 100 99,97 36 188.646 60,00 Sekretariat
Sarana dan Prasarana Gedung |yang mendapat
2 o1 [ws [0 [pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan 60 |Bulan 1068.000 24 2 59938 3 23157 3 12995 1675 3 8326 2 50.152 100 98,69 36 50.152 60,00 Sekretariat
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 96,64 52,73 18,43
Program,
Kegiatan
Predikat kinerja Sanga-t Sanga!: Rendah Sangat Thn 2020
Tinggi Tinggi Rendah berbeda
dengan Thn
2021
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| Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Realisasi
P Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja
Kinerja Renstra| Target kinerja dan L . Ml G Ly Tingkat Capaian
o Realisasi Capaian Capaian Renstra Peranghat [, 5o "0 0 ieasi
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat e Renja Peranglat Kinerja dan Kinerja dan Daerah Provinsi Anggaran Renstra Unit
" Daerah pada tahun 2023 Anggaran Renja Realisasi s/d Tahun 2021 Perangkat
— e Pemerintahan Daerah dan Program e e Provinsi Daerah Provinsi P ety e iy Perangkat Daerah Pl | —
Program/Kegiatan/Sub (Outcome)/Kegiatan N e B sampai dengan | Tahun Berjalan m v erangkat Daer ggaran (Akhir Tahun Provinsi s/d tahun e
Kegiatan (Output) Provinsi) Renja Tahun 2021 yang Provinsi yang Renja Pelaksanaan Renja o Penanggu
dievaluasi PD Tahun Perangkat Daerah ng Jaw ab
Perangkat dievaluasi - (%)
2021 (%) Provinsi Tahun
Daerah Tahun SoEn
Lalu 2020
3 [ Rp. (000) K __Rp. (000 K [ Rp.(000) K _[Rp.(000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K __[Rp. (000) K Rp.
1 3 4 5 6 7 8 9 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14=6+12 15 = 14/5*100 16 17
7 [o2 PROGRAM PENDAFTARAN Tingkat Penyclenggaraan | 8230 [Persen 543000 | 8160 5160 2334 | 148 5789 7291 125654 E 50,36 55738 T 5037 T2 55738 FPAK
PENDUDUK Administrasi
12 2 101 Pelayanan Pendaftaran Pembinaan Aparatur 135 |Kab/Kota 943.000 54 27 99 254 B B 27 81425 - B - 9.795 27 91220 100 91,91 81 91220 60,00 967 [FPAK
2 6z [101 [63 |penataan Tata Kelola Jumlah pengelolaan Tata 5 |Kab/Kota 943,000 El 27 99250 - - 27 51425 - - 9795 27 91220 00 9191 51 91220 60,00 FPAK
Pelaksanaan Pendaftaran Kelola Pelaksanaan
=67 |10z Benyelcngprasnll Pembi Aparatur T35 [Kab/Kota 543000 52 z7 73080 = 5789 77 77229 E E = 500 77 54518 o0 58,28 1 54518 50,00 584 [FPAK
© [0z [102 [01 |Fasilitasi Terkait Pendaftaran  |Jumlah penerbitan 30 [dokumen 943,000 2 g 73.080 2 9789 4 44220 - 500 g 54515 00 5626 B 64515 60.00 FPAK
Penduduk dokumen pendaftaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 90,09 60,00 13,09
Program,
Kegiatan
Predikat kinerja| 2n8at Sangat Rendah Sangat Thn 2020
Tinggi Tinggi Rendah berbeda
dengan Thn
2021
Z [63 PROGRAM PENCATATAN SIPIL |Tingkat Kepemilikan 50 [Persen 543000 352346 30623 E 57503 E 558 711542 340555 5665 E 340555 FPAK
Dokumen Kependudukan
12 3 [101 Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya 135 |Kab/Kota 2.112.000 54 27 352.346 - 30.623 10 97.503 - 888 17 211542 27 340.555 100 96,65 81 340.555 60,00 16,12 |FPAK
pengelolaan data layanan
Z [63 |101  [02 |penatann Tata Kelola Jumlah tata kelola 30 [elemen 1372.000 2 g 287658 - B 3 72640 - - 3 211542 g 284182 00 98.79 B 284 152 60,00 FPAK
Pelaksanaan Pencatatan Sipil __|layanan pencatatan sipil
T [65 |01 [0¢ |Fasilitasi Pelayanan Bidang Jumlah penerbitan 30 [dox 720000 = g 54688 3 30623 3 74863 558 s EX B0 23 B %373 5000 FRAK
Pencatatan Sipil di dokumen pencatatan sipil
1z [63 [1o3 Pemberian Konsultasi B B B B B B B B B B B FPAK
22 03 [103 01 [pembinaan dan Pengawasaan |Jumlah Pembinaan dan = z7 - - - - - - - - - - pacgiatan T[EPAI
ihapus
terkait Pencatatan Sipil Pengawasan terkait dipindahkan
o i ke Sekre
Rata rata capaian kinerja (%) 100 96,65 60,00 3,65
Program,
Kegiatan
. Sangat Sangat Sangat Thn 2020
Predikat kinerja Rendah
& Tinggi Tinggi Rendah berbeda
dengan Thn
2021
T T4 PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat Akurasi Data 54,78 [Persen T 6123 5235 525849 | 14.69 52535 | 66,32 T 5.8 3556 | 1177 T £ 523356 20 5557 0 523356 FIAK
INFORM ASI ADM INISTRASI Kependudukean Skeala
12 4 JLox Penataan Pengelolaan - - E S S S E = B B PIAK
12 o4 f101 101 fpenyusunan Tata Cara Jumlah Perencanaan, 2| [ R - - - - - - I [
ihapu
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, dipindahkan
Pemantauan, Evaluasi, Pemantauan, Evaluasi, L selwe
Pengendalian dan Penyusunan |Pengendalian dan -
12 [o4 102 yel Tol Tingkat Penyelenggaraan, 160 [Dokumen 2.915.000 64 32 409.062 8 33.492 8 291314 B 24.862 0 55532 32 405.200 100 99,06 S6 405.200 60,00 13,90 [PIAK
i Pen Informasi
Kependudukan Provinsi |/Administrasi
1z [04 [102 [01 |Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumlah dokumen 135 Do kumen 1465000 54 27 191454 23.428 27 13 190 B 7582 37235 27 91444 00 59.99 51 191444 50.00 PIAK
Informasi Administrasi fasilitasi pengelolaan
T [04 [102 [05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan |Jumlah rapat 20 [Rapat 450,000 0 0 Z17.608 T 10,064 Z 7815 7280 T 8207 7 713757 00 58.23 7 213757 50,00 PIAK
Data Kependudukan (sosialisasi/fgd) dalam
12 |04 [103 Pembinaan dan Pengaw asan Meningkatnya Akurasi 135 |Kab/Kota 1.750.000 54 27 220.787 7 59.043 12 126.402 @ 12093 7 18617 27 218.156 100 98,81 81 218156 60,00 12,47 [PIAK
Pengelolaan Informasi Data Kependudukan
2 [04 [103 [01 |pembinaan dan Pengawasan Jumlah dokumen 135 [Dok 950,000 54 27 Ta0.176 38.233 27 58.092 14.093 8617 27 139.036 00 99.90 81 139036 50.00 PIAK
terkait Pengelolaan Informasi pembinaan dan
Administrasi Kependudukan pengawasan terkait
2 [04 [103 [0Z |Bimbingan Teknis Terkait Jumlah peserta 500 [orang 500,000 775 o8 51611 20810 o8 S50 B o8 75 120 0 5605 333 75.120 3163 FIAK
Pengelolaan Informasi pembinaan teknis terkait
Administrasi Kependudukan dan |pengelolaan informasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 98,93 60,00 3,30
Program,
Kegiatan
Sangat Sangat Sangat Thn 2020
Predikat kinerja Rendah
& Tinggi Tinggi Rendah berbeda
dengan Thn
2021
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isasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja
Cepaley Tingkat dan An an
Kinerja Renstra| Target kinerja dan .. . A 8gar Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Capaian Renstra Perangkat
Perangkat anggaran . N . . .= . |Kinerja dan Realisasi .
q 5 ey Target Renstra Perangkat . Kinerja dan Kinerja dan Daerah Provinsi Unit
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Daerah Renja Perangkat Anggaran Renstra
Daerah pada tahun 2023 . . Anggaran Renja Realisasi s/d Tahun 2021 Perangkat
Pemerintahan Daerah dan Program . ) Provinsi Daerah Provinsi . Perangkat Daerah
No Kode ] g (akhir periode Renstra PD Perangkat Daerah Anggaran (Akhir Tahun A Daerah | Keterangan
Program/Kegiatan/Sub (Outcome)/Kegiatan sampai dengan Tahun Berjalan 1 hit Biig v Provinsi s/d tahun
q Provinsi) . Provinsi yang Renja Pelaksanaan Renja Penanggu
Kegiatan (Output) Renja Tahun 2021 yang . . 2021
dievaluasi PD Tahun Perangkat Daerah ng Jaw ab
Perangkat dievaluasi N (%)
2021 (%) Provinsi Tahun
Daerah Tahun 2021
Lalu 2020
K [ Rp. (000) K Rp.(000] K T Rp.(000) K_[Rp.(000)] K [ Rp.(000) K [Rp.(000)[ K [Rp.(000) K [ Rp.(000) K [ Rp K__ [Rp. (000) K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 4=6+12 15 = 14/5*100 g
2 12 [os PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Dokumen. 15 [Dok 446.000 6 3 58.680 - - 1 18.998 2 37.051 - - 3 56.049 100 95,52 9 56.049 PIAK
PROFIL KEPENDUDUKAN Kependudukan yang
dihasilkan sesuai
2 |12 [05 |L01 Penyediaan Profil Dokumen Agregat dan 15 Dok 446.000 6 3 58.680 - B 1 18.998 2 37.051 3 56.049 100 95,52 9 56.049 60,00 12,57 |PIAK
Kependudukan Profil kependudukan
2 |12 [o5 |L01 Penyusunan Profil Data 15 [Dok 446.000 6 3 58.680 - - 1 18.998 2 37.051 3 56.049 100 95,52 9 56.049 60,00 PIAK
Perkembangan dan Proyeksi Jumlah dokumen profil
kependudukan serta Kebutuhan |kependudukan dan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 95,52 60,00 12,57 Program,
Predikat kinerja| Sangat Sangat Rendah Sangat Kegiatan
Tinggi Tinggi Rendah Thn 2020
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) 100 95,57 58,55 10,21 berbeda
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)| Sangat Sangat Rendah Sangat dengan Thn
Tinggi Tinggi Rendah 2021
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Koordinasi kerja antar bidang yang lebih baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Efisiensi Anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya®):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*™): ............ccccoviviiiiiiiiiiiiieiiiiieiieicenn
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2.2.

2.3.

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan
SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
digunakan beberapa indikator antara lain :

1.  Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.

2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.

4.  Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan

2020 dan untuk tahun 2019 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 11.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan

isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini,

dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)

2. Akurasi data kependudukan di Jawa Barat yang masih harus ditingkatkan. masih
cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen
Dukcapil.

3.  Terbatasanya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi
hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah.

4.  Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri

5.  Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
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Kesadaran

masyarakat

tentang

arti

pentingnya

kepemilikan

kependudukan dan akta-akta capil masih rendah

Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah;

Sarana dan Prasarana kerja yang terbatas.

identitas

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di

Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah

dirumuskan isu isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas

langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

Meningkatkan

kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat berdasarkan satu nama satu

data kependudukan.

Tabel T-11.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No| Masalah Masalah Akar Masalah
1) ) 3) (4)
1 | Indeks Belum - Akurasi data kependudukan .
Reformasi |optimalnya |- Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi
Birokrasi  |satu nama kependudukan belum optimal
yang satu data - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang
rendah kependuduk | masih rendah
andiJawa |- Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Barat masih di bawah target

14




Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Tabel T-11. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

) o ) SPM/ Target Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi
Indikator Kinerja sesuai Tugas . Catatan
No ) Standar | IKK | Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun o
dan Fungsi SKPD ) ) Analisis
Nasional lainnya 2019 (n-2) | 2020 (n-1) 2021 (n) 2022 (n+1) | 2019 (n-2) | 2020 (n-1) | 2021 (n) | 2022 (n+1)
1 | Tingkat Penyelenggaraan 81,12% 81,83% 82,63% 83,47% 82,50 82,22 NA NA

Administrasi Kependudukan

Kabupaten/Kota Di Jawa Barat
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2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu
indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal
RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari
analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022
semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal
RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya

dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.
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Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Tabel T-11.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Kebutuhan

Sumber

No. Program/Kegiatan Target Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi ngultjult:] %r;f;?faj Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
@ @ @) 4) (©)] (6) @ ®) (12) (13) (14) (15) (16)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai A Nilai
Persentase Unit Kerja Yang
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Mendapatkan Pelayanan Administrasi 100 Persen 12.975.502.481 - 100 Persen 12.975.502.481,- | APBD
DAERAH PROVINSI Keuangan Dan Umum
Persentase ASN yang memiliki 100 Persen 100 Persen
kesesuaian kompetensi
Jumlah dokumen Perencanaan, Jawa Jawa
1 . penganggaran dan Evaluasi Kinerja 10 Dokumen Barat 210.000.000,- 10 Dokumen Barat 210.000.000,- APBD
Kegiatan Perenganaan, Perangkat Daerah yang berkualitas
11 Ei';?:;s%géirsgr’.aan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan Perangkat 7 Dokumen Jawa 105.000.000 - 7 Dokumen Jawa 105.000.000 - APBD
' Perangkat Daejr ah Perencanaan Perangkat Daerah | Daerah yang disusun Barat R Barat D
12 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja 3 Dokumen Jawa 105.000.000 - 3 Dokumen Jawa 105.000.000 - APBD
' Daerah Perangkat Daerah yang disusun Barat T Barat o
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Jawa Jawa
2 yang tepat wakiu 3 Dokumen Barat 8.862.972.937,- 3 Dokumen Barat 8.862.972.937,- APBD
Kegiatan Administrasi Penyediaan Gaji dan . .. . Jawa ) Jawa )
2.1 Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Barat 8.772.972.937, 14 Bulan Barat 8.772.972.937, APBD
peerah Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Jawa Jawa
2.2 Laporan Keuangan Bulanan P g 3 Laporan 90.000.000,- 3 Laporan 90.000.000,- APBD
- Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Barat Barat
[Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang 45 orang | 22 | 230.000.000,- 45 Orang | 22Wa | 530000.000- | APBD
meningkat Disiplin dan Kapasitasnya Barat Barat
Pendidikan dan Pelatihan - .
3.1 _ o Pegawai Berdasarkan Tugas | Jumiah peserta Pendidikan dan Pelatihan 45 Orang Jawa 70.000.000,- 45 Orang Jawa 70.000.000,- APBD
Kegiatan Administrasi dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs Barat Barat
32 g&elgfgﬁwalan Perangkat Sosialisasi Peraturan Jumlah sosialisasi tentang peraturan 3 Kali Jawa 80.000.000.- 3 Kali Jawa 80.000.000.- APBD
' Perundang-Undangan perundang-undangan se Jawa Barat Barat D Barat e
Bimbingan Teknis Jawa Jawa
3.3 Implementasi Peraturan Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota 4 Bimtek Barat 80.000.000,- 4 Bimtek Barat 80.000.000,- APBD

Perundang-Undangan
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

: Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan T Kebutuh T Sumber
No. Program/Kegiatan arget ebutuhan arget
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi | Kebutuhandana/ | - pana
AR il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
1) 2 @) (4) (©) (6) @) (8) (12) (13) (14) (15) (16)
4. Jumlah unit kerja yang mendapatkan 12 Bulan | J2& | 1738.096.108,- 12 Bulan | D22 | 1738096.108- | APBD
pelayanan administrasi umum Barat Barat
41 | Kegiatan Administrasi Eenlyedlsan Pe}r(ala:an dan Jumla(;l_ P(ar_alliitan dan Perlengkapan Kantor 12 Jenis éawzi 581.366.564.- 12 Jenis IJBawat 581.366.564.- APBD
Umum Perangkat Daerah erlengkapan Kantor yang disediakan aral aral
Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi Jawa Jawa
42 Koordinasi dan Konsultasi penyec pal-rap 12 Bulan 1.156.729.544, - 12 Bulan 1.156.729.544,- | APBD
SKPD dan Konsultasi ke Luar Daerah Barat Barat
5. Jumlah penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan | Y@ | 1150133436,- 12 Bulan | 222 | 1150133436- | APBD
Kegiatan P di 3 Perangkat Daerah Barat Barat
eglalan Fenyediaan Jasa | penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Jawa Jawa
51 Penunjang Urusan Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Barat 50.000.000- 12 Bulan Barat 50.000.000,- APBD
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jawa Jawa
5.2 4 y Y Y 12 Bulan 1.100.133.436,- 12 Bulan 1.100.133436- | APBD
Umum Kantor Kantor Barat Barat
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Jawa Jawa
6. Daerah Penunjang Urusan 12 bulan Barat 784.300.000,- 12 bulan Barat 784.300.000,- APBD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan - .
; . . ’ | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
6.1 _ _ Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | ;. pemelinaraan dan Pajak Kendaraan 12 bulan Jawa 568 300.000,- 12 bulan | W& | 988300000- | APBD
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas - Barat Barat
I - Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah atas Kendaraan Dinas Jabatan
Penunjang Urusan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Jawa Jawa
6.2 | Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 12 bulan Barat 146.000.000,- 12 bulan Barat 146.000.000,- APBD
Kantor atau Bangunan Lainnya | Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jawa Jawa
6.3 Pendukung Gedung Kantor pendukung Gedung Kantor 12 bulan Barat 350.000.000.- 12 bulan Barat 350.000.000.- APBD
atau Bangunan Lainnya
Il | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Tingkat Penyelenggaraan Administrasi 82,42 Persen | J2W& | 387.366.875,- 82,42 Persen | W& | 387366875- | APBD
Kependudukan Barat Barat
1 . Jumlah pengelolaan data layanan 27 | Kab/Kota | 32 | 284.185.000,- 27 | Kab/Kota | J2W2 | 284185.000,- | APBD
Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk Barat Barat
Pendatftaran Penataan Tata Kelola Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Jawa Jawa
1.1 | Kependudukan Pelaksanaan Pendaftaran 27 Kab/Kota 284.185.000,- 27 Kab/Kota 284.185.000,- APBD
L Pendaftaran Penduduk Barat Barat
Penduduk Skala Provinsi
Kegiatan Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Jawa Jawa
2 9 Dokumen Kependudukan yang 27 Kab/Kota 103.181.875,- 27 Kab/Kota 103.181.875,- APBD
Penyelenggaraan diterbitkan Barat Barat
Pendaftaran
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran Jawa Jawa
Kependudukan - -
2.1 p Penduduk penduduk di Kab/ Kota 6 Dokumen Barat 103.181.875, 6 Dokumen Barat 103.181.875, APBD
Il | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Tingkat Kepemilikan Dokumen 82,42 Persen | J2W& | 385454830 | 8242 | Persen | J2W& | 385454830 | APBD
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Barat Barat
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

: Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan T Kebutuh T Sumber
No. Program/Kegiatan arget ebutuhan arget
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan | Lokasi | KePutuhandanal | pana
e il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(€] (0] @) 4 ®) (6) ) (8 (12) 13) 14) (15) (16)
1 J;‘rr]“c':tgt‘;en”gie'ﬁ'aa” data layanan 27 Kab/Kota éi‘l’r";t 385.454.830,- 27 Kab/Kota éi‘:":t 385.454.830,- | APBD
Kegiatan Pelayanan o] 2 P
Pencatatan Sipil Penataan Tata Kelola - - Jawa Jawa
11 Pelaksanaan Pencatatan Sipil Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil 6 Elemen Barat 270.000.000,- 6 Elemen Barat 270.000.000,- APBD
Skala Provinsi
Fasilitasi Pelayanan Bidang .
12 Pencatatan di Kabupaten / Jumlah penerbitan dokumen pencatatan 6 Dokumen | JW& | 115454830, 6 Dokumen | W& | 115454830. | APBD
sipil di Kab/ Kota Barat Barat
Kota
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Tingkat Akurasi Data Kependudukan Jawa Jawa
IV | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Skala Provinsi 83,57 Persen | parat | 65818138 83,57 Persen | Barat | °0°818138- | APBD
Jumlah Dokumen Penyenggaraan Jawa Jawa
1 Pengelolaan Informasi Administrasi 32 Dokumen Barat 191.280.000,- 32 Dokumen Barat 191.280.000,- APBD
. Kependudukan
N Fasilitasi_terkait Pengelolaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Jawa Jawa
1.1 | Penyelenggaraan Informasi Administrasi Aohlioalioge g 27 Dokumen 95.640.000,- 27 Dokumen 95.640.000,- APBD
Pengelolaan Informasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan Barat Barat
Administrasi Jumiah " faatan dat
Kependudukan Provinsi Penyelenggaraan Pemanfaatan kl:zr;er?durgﬁiaﬁeorreinpﬁ;nngkgtaDaerah di Jawa Jawa
12 Data Kependudukan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 4 Rapat Barat 95.640.000;- 4 Rapat Barat 95.640.000,- APBD
Barat
2 Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, 27 | Kab/Kota | 222 | 374.538.138,- 27 | Kab/Kota | J2W& | 374538138 | APBD
Pengawasasn dan Bimbingan Teknis Barat Barat
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pembinaan dan Jawa Jawa
2.1 | Kegiatan Pembinaan dan terkait Pengelolaan Informasi Pengawasan terkait Pengelolaan informasi 27 Dokumen Barat 278.898.138,- 27 Dokumen Barat 278.898.138,- APBD
Pengawasan terkait ) Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Pengglc_)laan _InformaSI Bimbingan Teknis Terkait
Administrasi - . . .
Kependudukan Provinsi Penggk_)laan_lnformam Jumlah Peser_ta Pembl_naan 'I_'e!<n|s '!'erkalt Jawa Jawa
2.2 Administrasi Kependudukan Pengelolaan informasi Administrasi 108 Orang Barat 95.640.000,- 108 Orang Barat 95.640.000,- APBD
dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Kependudukan
Persentase Dokumen Kependudukan
V| R NS ELOLAAN PROFIL Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd 3 Dokumen | S22 | 71.730.000- 3 Dokumen | 22%& | 71730000~ | APBD
Berdasarkan Permendagri
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Jawa ) Jawa )
1 Profil Kependudukan Kependudukan 3 Dokumen Barat 71.730.000, 3 Dokumen Barat 71.730.000, APBD
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Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

. Sumber
Nol Program/Keg|atan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan | Lokasi dana/ Pagu Capaian | Satuan | Lokasi REVLIEN GRUEY | [Brie
AR il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
@) @ @) 4) @) (6) @) (©] (12) (13) (14) (15) (16)
Penyusunan Profil Data
11 Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan 3 Dokumen Jawa 71.730.000.- 3 Dokumen Jawa 71.730.000.- APBD
Kependudukan serta dan agregat Barat Barat
Kebutuhan yang lain
Jumlah Anggaran Rancangan Awal RKPD 14.385.872.324,- | Jumlah Anggaran Hasil Analisis | ) 3a5 679 304 . | APBD

Kebutuhan
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Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program
dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan
serta kebutuhan pembangunan tahun 2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut
diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat
dalam Forum Disdukcapi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan
usulan dari masyarakat tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan yang terkait dengan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel T-11.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No | Program/Kegiatan Lokasi Ino-llkat.or EBEEITE Catatan
Kinerja Volume
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3.1.

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah
penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk
Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak
255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-
2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan
dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan
sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang
harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya
obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.
Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam
Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang
ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk
perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran
tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data
dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja
Disdukcapil Tahun 2016 16 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada
masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara
lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital
terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi
seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan
informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda
Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah

Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan
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Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja

Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD,

yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan

dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86

Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan

permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang
mengandung makna:

1.  Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampali tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin
diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3.  Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi
selama kurun waktu rencana stategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di
atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin
dicapai sebagai berikut :

1.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
peraturan perundang-undangan;

2.  Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala
Provinsi;

3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan
secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran

dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang
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3.3.

ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah
sebagai berikut :

1.  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas
RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum
dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan
sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan
kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang
berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2022
sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1.  Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2 Program Pencatatan Sipil

3 Program Pendaftaran Penduduk

4.  Program Pengelolaan Profil Kependudukan

5

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas

yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan
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dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian

target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Barat dan dari DAK Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif

adalah sebagai berikut:

Tabel T-111. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)
PROGRAM 1.1 | Kegiatan Perencanaan, | 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan
PENUNJANG Penganggaran, dan Perangkat Daerah 105.000.000.-
URUSAN Evaluasi Kinerja —
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah 1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000,-
DAERAH 1.2 | Kegiatan Administrasi | 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.772.972.937 -
PROVINSI Keuangan Perangkat 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Daerah Keuangan Bulanan /Triwulanan 90.000.000,-
/Semesteran SKPD
1.3 | Administrasi 1.3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
’ . 70.000.000,-
Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 1.3.2 | Sosialisasi Peraturan Perundang- 80.000.000,-
Undangan
1.3.3 | Bimbingan Teknis Implementasi 80.000.000,-
Peraturan Perundang-Undangan
1.4 | Kegiatan Administrasi | 1.4.1 | Penyediaan Peralatan dan 581.366.564,-
Umum Perangkat Perlengkapan Kantor
Daerah 1.4.2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 1.156.729.544,-
1.5 | Penyediaan Jasa 1.5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 50 000.000.-
Penunjang Urusan Daya Air dan Listrik T
Pemerintahan Daerah 1.5.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1.100.133.436.-
Kantor
1.6 | Pemeliharaan Barang 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Milik _Daerah Pemeliharaan _dan Pajak Kendaraan 288.300.000,-
Penunjang Urusan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Pemerintahan Daerah Dinas Jabatan
1.6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau 146.000.000,-
Bangunan Lainnya
1.6.3 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 350.000.000,-
dan Bangunan
PROGRAM 2.1 | Kegiatan Pelayanan 2.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan
PENDAFTARAN Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 284.185.000,-
PENDUDUK Kependudukan
2.2 | Kegiatan 2.2.1 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran
Penyelenggaraan Penduduk 103.181.875.-
Pendaftaran
Kependudukan
PROGRAM 3.1 | Kegiatan Pelayanan 3.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan 970.000.000.-
PENCATATAN Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Skala Provinsi o
SIPIL 3.1.2 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan
Sipil di Kabupaten / Kota 115.454.830,-
PROGRAM 4.1 | Kegiatan 4.1.1 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
PENGELOLAAN Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 95 640.000.-
INFORMASI Pengelolaan Informasi DR
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Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)
ADMINISTRASI Administrasi 4.1.2 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
KEPENDUDUKA Kependudukan Kependudukan 95.640.000,-
N Provinsi
4.2 | Kegiatan Pembinaan 4.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan terkait
dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 278.898.138,-
Pengelolaan Informasi Kependudukan
Administrasi 4.2.2 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan
Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan
Provinsi dan Pendayagunaan Data 95.640.000,-
Kependudukan
PROGRAM 5.1 | Kegiatan Penyediaan 5.1.1 | Penyusunan Profil Data Perkembangan
PENGELOLAAN Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta
PROFIL Kebutuhan yang lain 71.730.000,-
KEPENDUDUKA
N
Jumlah Kebutuhan Dana 14.385.872.324,-
Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2022 berdasarkan pagu indikatif

Rp. 14.385.872.324,- (Empat belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan

ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
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Tabel T-I11. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan 2022

Rencana Kerja dan Pendanaan 2023

- Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber
No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi K;l; u;ulhn Zr:f;;fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
(€)) (&) ® () ®) (6) @) ®) (12) (13) (14) (15 (16)
PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai A Nilai
PENUNJANG URUSAN 5 O RKera Mond e
PEMERINTAHAN ersentase Unit Kerja Yang Mendapatkan
I | DAERAH PROVINSI Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum 100 Persen 12.975.502.481,- 100 Persen 18.091.000.000,- APBD
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian 100 Persen 100 Persen
kompetensi
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Jawa
1 | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang 10 Dokumen Jawa Barat 210.000.000,- 10 Dokumen Barat 650.000.000,- APBD
Evaluasi Kinerja berkualitas
11 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 7 Dokumen Jawa Barat 105.000.000 - 7 Dokumen Jawa 175.000.000 - APED
) Perangkat Daerah disusun T Barat DR
12 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2umiah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen | JawaBarat | 105000000 | 3 Dokumen | 22 | 175000000 | APBD
yang disusun Barat
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat Jawa
2 Keuangan Perangkat waktu 3 Dokumen Jawa Barat 8.862.972.937,- 3 Dokumen Barat 11.675.000.000,- APBD
Daerah
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Jawa Barat 8.772.972.937,- 14 Bulan ézvr\’; 11.500.000.000,- APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Jawa
2.2 Ke_uangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan Jawa Barat 90.000.000,- 3 Laporan Barat 175.000.000,- APBD
Triwulanan/Semesteran SKPD
3 Kegiatan Administrasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat 5 Oran Jawa Barat 230.000.000.- 45 Oran Jawa 830.000.000.- APBD
" | Kepegawaian Perangkat Disiplin dan Kapasitasnya 9 T 9 Barat D
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jawa
31 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungs 45 Orang Jawa Barat 70.000.000,- 45 Orang Barat 100.000.000.- APBD
32 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah sosialisasi tentang peraturan perundang- 3 Kali Jawa Barat 80.000.000.- 3 Kali Jawa 600.000.000.- APBD
' Undangan undangan se Jawa Barat DA Barat DA
33 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Bimtek kepada Kab/ Kota 4 Bimtek | Jawa Barat 80.000.000,- 4 Bimek | & | 130000.000- | APBD
Peraturan Perundang-Undangan Barat
4 Kegiatan Administrasi Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan 12 Bulan Jawa Barat 1.738.096.108 - 12 Bulan Jawa 2920.000.000 - APBD
" | Umum Perangkat Daerah administrasi umum e Barat e
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang - ) . Jawa )
4.1 Periengkapan Kantor disediakan 12 Jenis Jawa Barat 581.366.564, 12 Jenis Barat 600.000.000, APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan ) Jawa )
4.2 dan Konsultasi SKPD Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan Jawa Barat 1.156.729.544, 12 Bulan Barat 1.500.000.000, APBD
5. JD‘;?::L‘ penyediaan Jasa Penunjang Perangkat 12 Bulan | JawaBarat | 1150.133436- | 12 Bulan ég‘;";t 1.866.000.000- | APBD
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Sumber

No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi nguﬁun‘ eg:f;;fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
(€)) (&) ® () ®) (6) @) ®) (12) (13) (14) (15 (16)
. . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ) Jawa )
5.1 Keg|atan Pe-nyed|aan Daya Air dan Listrik dan Listrik 12 Bulan Jawa Barat 50.000.000, 12 Bulan Barat 366.000.000, APBD
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah i
5.2 Emg‘rj'aa” Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan JawaBarat | 1.100.133436- | 12 Bulan 22 | 1500000000~ | APBD
Kegiatan Pemeliharaan lah lin ilik h
6. | Barang Milik Daerah Jumian Pemelinaragn Barang Milk Dacra 12 bulan | JawaBarat |  784.300.000- | 12 bulan Jawa | g50.000.000- | APBD
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daeral Barat
Pemerintahan Daerah Penvediaan Jasa Pemelinaraan. Bi
PgmyeelihZ?aanasga'aek gan ?(:ﬁ déragga Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jawa
6.1 . Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau 12 bulan Jawa Barat 288.300.000,- 12 bulan 250.000.000,- APBD
Perorangan Dinas atas Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan Barat
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6.2 Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Gedung Kantor yang mendapat 12 bulan Jawa Barat 146.000.000- | 12 bulan Jawa 900 000.000,- | APBD
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Barat
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukun Jawa
6.3 Prasarana Pendukung Gedung Kantor P 9 12 bulan Jawa Barat 350.000.000,- 12 bulan 300.000.000,- APBD
- Gedung Kantor Barat
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM . L .
Il | PENDAFTARAN Tingkat Penyelenggaraan Administrasi 82,42 Persen | JawaBarat | 387.366.875 | 83,30 Persen | 333 | 500000000 | APBD
Kependudukan Barat
PENDUDUK
1 | Kegiatan Pelayanan Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran 27 Kab/Kota | JawaBarat |  284.185.000 | 27 Kab/Kota | 2%& | 250000.000- | APBD
Pendaftaran penduduk Barat
Kependudukan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Jawa
11 Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk 27 Kab/Kota Jawa Barat 284.185.000,- 27 Kab/Kota Barat 250.000..000,- APBD
Kegiatan Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen ) Jawa )
2 Penyelenggaraan Kependudukan yang diterbitkan 27 Kab/Kota | Jawa Barat 103.181.875, 27 Kab/Kota Barat 250.000..000, APBD
Pendaftaran — - - -
2.1 | Kependudukan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di 6 Dokumen Jawa Barat 103.181.875,- 6 Dokumen Jawa 250.000..000,- APBD
Penduduk Kab/ Kota Barat
PROGRAM Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan ) Jawa )
11 PENCATATAN SIPIL Dan Pencatatan Sipil 82,42 Persen Jawa Barat 385.454.830, 83,30 Persen Barat 600.000.000, APBD
1 Kegiatan Pelgy_anan Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil 27 Kab/Kota Jawa Barat 385.454.830,- 27 Kab/Kota Jawa 600.000.000,- APBD
Pencatatan Sipil Barat
11 Penataan Tat_a !(elola Pelakgan'aan Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil 6 Elemen Jawa Barat 270.000.000,- 6 Elemen Jawa 400.000.000,- APBD
Pencatatan Sipil Skala Provinsi Barat
12 Fasilitasi Pelfayanan Bidang Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ 6 Dokumen Jawa Barat 115.454.830,- 6 Dokumen Jawa 200.000.000,- APBD
Pencatatan di Kabupaten / Kota Kota Barat
PROGRAM
PENGELOLAAN . .
IV | INFORMASI Tinghat Akurast Data Kependudukan Skala 83,57 Persen | JawaBarat | 565.818.138- | 84,78 Persen | 23" | 1305000000~ | APBD
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
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. Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber
No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi K;g”ﬁ”ng:lg;?fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
@) (&) (©) 4) ©®) (6) @) ®) (12) (13) (14) (15) (16)
1 | Kegiatan Jumlah Dokumen Penyenggaraan Pengelolaan 32 Dokumen | JawaBarat |  191.280.000- | 32 Dokumen | 2%& | 85000000 | APBD
Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Barat
Pengelolaan Informasi Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Jawa
LI Administrasi o Informasi Administrasi Kependudukan | Administrasi Kependudukan 27 Dokumen Jawa Barat 95.640.000,- 27 Dokumen Barat 400.000.000,- APBD
Kependudukan Provinsi Penvelengaraan Pemanfaatan Data Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh Jawa
1.2 yelengg perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 4 Rapat Jawa Barat 95.640.000,- 4 Rapat 425.000.000,- APBD
Kependudukan Barat
Jawa Barat
2 Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, Pengawasasn 27 Kab/Kota | JawaBarat | 374538138 | 27 Kab/Kota | 2%& | 480000.000- | APBD
dan Bimbingan Teknis Barat
Kegiatan Pembinaan dan | Pembinaan dan Pengawasan terkait . .
2.1 | Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Doku'men Pemblnaap _dan Pengawasan terkait 27 Dokumen Jawa Barat 278.898.138,- 27 Dokumen Jawa 250.000.000,- APBD
. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Barat
Pengelolaan Informasi Kependudukan
Administrasi Bimbingan Teknis Terkait
Kependudukan Provinsi Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Pengelolaan Jawa
22 Kependudukan dan Pendayagunaan informasi Administrasi Kependudukan 108 Orang Jawa Barat 95.640.000,- 108 Orang Barat 230.000.000,- APBD
Data Kependudukan
EESSERI?OMLAAN Persentase Dokumen Kependudukan Yang Jawa
\Y% PROFIL Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan 3 Dokumen Jawa Barat 71.730.000,- 3 Dokumen Barat 150.000.000,- APBD
KEPENDUDUKAN Permendagri
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Jawa
1| profil Kependudukan Kependudukan 3 Dokumen Jawa Barat 71.730.000,- 3 Dokumen Barat 150.000.000,- APBD
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi ) Jawa
11 Kependudukan serta Kebutuhan yang Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat 3 Dokumen Jawa Barat 71.730.000.,- 3 Dokumen Barat 150.000.000,- APBD
lain
Jumlah Anggaran Tahun 2022 14.385.872.324,- Jumlah Anggaran Tahun 2023 20.226.000.000, APBD
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang
mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2022 disusun sebagai perencanaan operasional
tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun
2022.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan
Renja 2021 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara
sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2022 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara
di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan
mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen
RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat.
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